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Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota 

Palembang 
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ABSTRAK: Teori tentang penanggulangan kejahatan, merupakan kebijakan untuk 

melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ 

(criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, 

yaitu ‘kebijakan sosial’ (social policy) yang terdiri dari ‘kebijakan/upaya-upaya untuk 

kesejahteraan sosial’ (social welfare policy) dan ‘kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi  

masyarakat’ (social  defence  policy). Penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan 

pendekatan integral yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dan 

dilihat dari sudut politik kriminal yang paling strategis adalah melalui sarana non penal, 

karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan 

kelemahan. Apabila pidana akan digunakan untuk sarana penanggulangan kejahatan dan 

pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya 

pidana yang dikenakan pada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi 

juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan 

nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. 

 

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Palembang 

 

PENDAHULUAN 

 

Istilah tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan atau sering disebut dengan 

istilah ‘CURAS’ tidak dikenal dalam 

KUHP. KUHP menggunakan istilah 

pencurian dengan kekerasan Atau secara 

umum dikenal dengan istilah kejahatan. 

Dalam tulisan ini istilah kejahatan 

dipergunakan dengan istilah pencurian 

dengan pemberatan. pencurian dengan 

pemberatan dipergunakan secara 

bergantian. Pencurian dengan kekerasan 

adalah suatu tindakan yang menyimpang. 

Peyimpangan tersebut menurut para ahli 

adalah semua tindakan yang menyimpang 

dari norma yang berlaku dalam “sistem 

sosial”. penyimpangan tersebut harus 

diperbaiki oleh mareka yang berwenang. 

Salah satu penyimpangan yang sering 

terjadi dalam sistem sosial adalah 

pencurian, termasuk pencurian dengan 

kekerasan sebagaiamana yang diatur 

dalam Pasal 362 KUHP dan 365 

KUHPDengan demikian perampokan juga 

dapat dikatakan sebagai pencurian atas 

suatu barang. 

Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencurian dengan Kekerasan di Kota 

Palembang. Penanggulangan tindak pidana 

oleh Polri dapat dilakukan dengan sarana 

“Penal” dan “Non Penal” keduanya harus 

berjalan secara seimbang. Polri di dalam 

menanggulangi kejahatan khususnya 
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(Pencurian Dengan Kekerasan) juga 

melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu 

pendekatan ‘Penal’ yang berarti kegiatan 

yang bersifat Represif berupa tindakan 

upaya paksa antara lain melakukan 

penangkapan terhadap para pelaku 

kejahatan, melakukan penggeledahan, 

penyitaan barang bukti, penahanan dan 

proses penyidikan sampai pelimpahan ke 

JPU. Pendekatan ‘Non Penal’ yang berarti 

kegiatan yang bersifat Preventif yaitu 

kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri 

maupun masyarakat itu sendiri. Adapun 

rumusan penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana upaya Kepolisian 

Palembang dalam penanggulangan 

tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan di Kota Palembang? 

2. Apakah upaya-upaya yang 

dilakukan Kepolisian Palembang 

dalam mengurangi jumlah tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan 

di Kota Palembang? 

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan 

oleh Kepolisian Kota Palembang 

dalam mengurangi jumlah Tindak 

Pidana Pencurian dengan 

Kekerasan di masa yang akan 

datang ? 

 

Metode Penelitian 

 

Metode penelitian hukum yuridis empiris 

ini pada dasarnya merupakan 

penggabungan antara pendekatan hukum 

yuridis dengan adanya penambahan 

berbagai unsur empiris. Metode penelitian 

yuridis-empiris mengenai implementasi 

ketentuan hukum yuridis (undang-undang) 

dalam aksinya pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam suatu 

masyarakat.  

Melaksanakan kegiatan patroli 

beranting oleh Polsek-Polsek jajaran 

Polresta Palembang dengan pola waktu 

dan titik temu yang telah Disepkati 

bersama, Melakukan tindakan “jartup” 

(“kejar tertutup”) pada saat terjadi 

peristiwa Pencurian dengan kekerasan di 

wilayah hukum Polresta Palembang, 

Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam 

rangka penguasaan wilayah Potensi 

kerawanan kejahatan khususnya pencurian 

dengan kekerasan oleh Polsek- Polsek 

jajaran Polresta Palembang sehingga dapat 

mempersempit Gerak pelaku kejahatan 

khususnya pencurian dengan kekerasan, 

Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-

pelaku kejahatan pencurian dengan 

Kekerasan dengan mengumpulkan 

sebanyak mungkin informasi dari 

informan dan melakukan pencatatan / 

identifikasi pelaku-pelaku kejahatan 

pencurian dengan kekerasan termasuk 

kelompok dan sindikatnya, Melakukan 

kegiatan Polmas dengan pembentukan 

FKPM ( Forum Komunikasi Polisi 

Masyarakat ). 

 

 

 

Pembahasan  

 

Teori tentang penanggulangan kejahatan, 

merupakan kebijakan untuk melakukan 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ 

(criminal policy). Kebijakan kriminal ini 

pun tidak terlepas dari kebijakan yang 

lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial’ (social 

policy) yang terdiri dari ‘kebijakan/upaya-

upaya untuk kesejahteraan sosial’ (social 

welfare policy) dan ‘kebijakan/upaya-

upaya untuk melindungi  masyarakat’ 

(social  defence  policy)1. 

Penanggulangan kejahatan harus 

dilakukan dengan pendekatan integral 

yaitu adanya keseimbangan antara sarana 

penal dan non penal. Dan dilihat dari sudut 

politik kriminal yang paling strategis 

adalah melalui sarana non penal, karena 

lebih bersifat preventif dan karena 

kebijakan penal mempunyai keterbatasan 

dan kelemahan2. Apabila pidana akan 

digunakan untuk sarana penanggulangan 

kejahatan dan pencapaian tujuan pidana 

maka harus memperhatikan pendekatan 

                                                             
1 Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm 42 
2 ibid  
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humanitis yang artinya pidana yang 

dikenakan pada si pelanggar tidak hanya 

memperhatikan nilai kemanusiaan tapi 

juga harus dapat membangkitkan 

kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai 

kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan 

hidup bermasyarakat3. 

 

a. KEBIJAKAN 

• Memperkuat Polsek sebagai ujung 

tombak pemeliharaan 

kamtibmas. 

• Melembagakan Polmas di seluruh 

kelurahan dan komunitas dalam 

rangka mencegah kejahatan dan 

gangguan kamtibmas. 

• Membangun citra Polisi sebagai 

mitra masyarakat. 

• Membangun kerjasama lintas 

sektoral/departemen dalam rangka 

mewujudkan kamdagri. 

• Membangun kemampuan 

manajemen Kepolisian yang 

profesional dan akuntabel dalam 

rangka kamdagri. 

• Mewujudkan sistem penghargaan 

terhadap prestasi kinerja anggota 

Polisi dan komponen keamanan 

swakarsa. 

• Membangun sistem pengawasan 

dan pengendalian yang objektif 

dan edukatif dalam rangka 

mewujudkan akuntabilitas Polri. 

 

b. STRATEGI 

• Jangka Pendek 

1.  Meningkatkan kualitas SDM 

Polri melalui kegiatan 

pendidikan, latihan serta 

seminar/workshop berkaitan 

dengan manajemen 

pencegahan kejahatan dan 

Polmas; 

2. Secara bertahap meningkatkan 

jumlah personil Polmas di 

tingkat Polsek yang akan 

ditugaskan untuk membangun 

                                                             
3 ibid 

kemitraan Polri dengan 

masyarakat; 

3. Membangun forum kemitraan 

Polri dengan masyarakat, untuk 

merumuskan program 

pencegahan kejahatan dan 

harkamtibmas; 

4. Melembagakan Polmas di 

seluruh desa dan komunitas 

dalam rangka pencegahan 

kejahatan dan harkamtibmas; 

5. Membangun jaringan informasi 

personal (contact person) 

untuk memotong jalur 

birokrasi dan kecepatan 

bertindak apabila sewaktu-

waktu ada informasi penting 

terkait kejahatan atau 

gangguan kamtibmas; 

6. Membangun komunikasi dan 

interakasi yang baik dengan 

para tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan tokoh adat 

dalam rangka pencegahan 

kejahatan dan harkamtibmas; 

7. Membangun kerjasama dengan 

pemda dan DPRD setempat 

dalam rangka mendapatkan 

dukungan anggaran 

pencegahan kejahatan yang 

bersumber dari APBD. 

8. Membangun kerjasama dan 

koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rangka 

pencegahan kejahatan dan 

harkamtibmas. 

9. Membangun kerjasama 

pengawasan kamtibmas dengan 

media massa, LSM dan ormas. 

10.Membangun kerjasama dengan 

instansi terkait untuk 

meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran hukum masyarakat. 

11. Menerapkan rewards and 

punishment secara konsisten 

untuk meningkatkan motivasi 

anggota Polri dalam 

melaksanakan tugas 

harkamtibmas. 
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• JANGKA MENENGAH 

a) Melanjutkan program jangka 

pendek yang belum 

terlaksana atau belum 

selesai. 

b) Penyusunan sistem 

penganggaran berbasis kinerja 

untuk pemeliharaan kamtibmas 

di seluruh satker dan satuan 

wilayah. 

c) Meningkatkan alokasi 

anggaran program Polmas 

guna mendorong terbangunnya 

kemitraan Polri dengan 

masyarakat 

dan stakeholders dalam rangka 

pencegahan kejahatan. 

d) Membangun sistem koordinasi 

antar satker dan satuan 

kewilayahan dalam upaya 

pencegahan kejahatan dan 

gangguan kamtibmas. 

e) Memperkuat struktur 

organisasi Polsek sebagai 

ujung tombak harkamtibmas 

dengan mengembangkan 

Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat (FKPM) Polmas 

sebagai sarana pemecahan akar 

permasalahan sosial dan 

pencegahan kejahatan. 

f) Membangun forum-forum 

kerukunan sosial di seluruh 

kelurahan atau komunitas, 

yang menyatukan berbagai 

keragaman suku, ras, agama 

dan budaya masyarakat dalam 

rangka membangun kerjasama 

dan toleransi antar kelompok 

masyarakat. 

g) Mengembangkan sistem 

peringatan dini (early warning 

system) di setiap satuan 

kewilayahan yang mampu 

mendeteksi setiap potensi 

kejahatan dan gangguan 

kamtibmas, sehingga dapat 

dilakukan antisipasi atau 

pencegahan. 

h) Melakukan pemetaan wilayah 

rentan kejahatan di setiap 

satuan kewilayahan yang berisi 

data atau informasi riwayat 

kejahatan, bentuk-bentuk dan 

modus kejahatan, faktor-faktor 

penyebab terjadinya kejahatan 

serta pihak-pihak yang terlibat 

dalam kejahatan tersebut. 

i) Menyusun pedoman 

pencegahan kejahatan yang 

akan menjadi panduan seluruh 

satuan kewilayahan dalam 

mengelola potensi kejahatan 

dan gangguan kamtibmas 

ditengah masyarakat. 

j) Membangun mekanisme 

pengaduan dan pengawasan 

berbasis teknologi untuk 

kecepatan merespon setiap 

pengaduan masyarakat atas 

berbagai bentuk kejahatan dan 

gangguan kamtibmas. 

• JANGKA PANJANG 

a) Melanjutkan program-program 

jangka menengah yang belum 

terlaksana atau belum selesai. 

b) Menginvertarisir dan merevisi 

kebijakan dan strategi maupun 

petunjuk-petunjuk operasional 

pencegahan kejahatan yang 

masih lemah. 

c) Meningkatkan partisipasi tokoh 

masyarakat/adat/agama, LSM, 

Ormas dan pihak-pihak terkait 

lainnya dalam rangka 

pencegahan kejahatan dan 

harkamtibmas;  

d) Memperluas titik-titik 

jangkauan pelayanan Polri di 

lingkungan masyarakat dalam 

rangka mencegah terjadinya 

kejahatan atau gangguan 

kamtibmas. 

e) Membangun sistem renumerasi 

(Tunjangan Kinerja) dan 

pembinaan personil yang dapat 

memberikan insentif bagi 

setiap personil Polri yang 
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berkinerja baik dalam 

menjalankan tugas pokoknya. 

f) Melanjutkan/ melaksanakan 

kerja sama dengan instansi 

terkait dalam rangka 

pendidikan, pelatihan dan 

teknologi guna mengantisipasi 

kejahatan dan membangun 

kerukunan antar kelompok 

masyarakat. 

g) Melakukan monitoring dan 

evaluasi secara komprehensif 

terhadap kinerja pencegahan 

kejahatan Polri selama ini guna 

mengembangkan atau 

memperbaiki sistem 

pencegahan kejahatan. 

h) Memberikan masukan kepada 

Pemerintah dan DPR terkait 

dengan berbagai kendala atau 

permasalahan dalam penerapan 

kebijakan pencegahan 

kejahatan. 

 

Penegakan hukum merupakan 

pelaksanakan peraturan-peraturan 

yang abstrak dalam kenyataan atau 

ketentuan yang ada dalam 

masyarakat. Lebih luas lagi 

penegakan hukum adalah suatu 

kegiatan untuk mengendalikan 

kejahatan. 

Penegakan hukum apabila 

dilihat dari suatu proses kebijakan, 

maka penegakan hukum pada 

hakikatnya merupakan penegakan 

kebijakan melalui beberapa tahap: 

a. Tahap formulasi, yaitu tahap 

penegakan hukum in abstarcto 

oleh badan pembuat undang-

undang. Tahap ini dapat pula 

disebut tahap legislative.   

b. Tahap aplikasi yaitu tahap 

penerapan hukum pidana oleh 

aparat-aparat penegak hukum 

mulai dari kepolisian sampai 

Pengadilan. Tahap kedua ini 

dapat pula disebut tahap tahap 

kebijakan yudikatif.  

c. Tahap eksekusi yaitu tahap 

pelaksanaan hukum pidana 

secara konkret oleh aparat-

aparat pelaksana pidana. Tahap 

ini dapat disebut tahap 

kebijakan eksekutif atau 

administratif4. 

Dalam penegakan hukum 

sebagaimana dikemukakan oleh 

Kadri Husin adalah suatu sistem 

pengendalian kejahatan yang 

dilakukan oleh lembaga kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan 

lembaga masyakarakat5. Lebih 

lanjut Soerjono Soekanto pernah 

menyatakan bahwa penegakkan 

hukum dipengaruhi beberapa 

faktor, yaitu: 

a. Hukumnya sendiri, yang dalam 

tulisan ini akan dibatasi pada 

undang-undang saja 

b. Penegakan hukum, yaitu 

pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum 

c. Sarana atau fasilitas yang 

mendukung penegakan hukum 

d. Masyarakat, yakni lingkungan 

di mana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan 

e. Kebudayaan, yakni hasil karya, 

cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam 

pergaualn hidup6. 

 

Kelima faktor tersebut di atas 

dapat dijadikan tolok ukur dalam 

proses penegakan hukum oleh 

kepolisian untuk melihat faktor 

pendorong dan penghambat dalam 

pelaksanaan tugasnya maka 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Faktor hukum, secara ideal 

unsur-unsur harus harmonis 

                                                             
4 ibid, hlm 42 
5 Kadri Husin, Sistem Peradilan Pidana, 

hlm 60, lihat juga ,Syarifuddin Pettanasse, Unsri 

Palembang, hlm 1 
6 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakkan hukum, Jakarta, 

Rajawali Pers, 2008, hlm 20 
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artinya tidak saling 

bertentangan dengan peraturan 

lain. Selain itu juga bahasa 

yang digunakan harus jelas, 

sederhana, dan tepat. 

b. Faktor penegakan hukum, 

dalam fungsi hukum 

mentalitas para penegak 

hukum mempunyai peran 

penting. Kalau peraturan sudah 

baik, tapi kualiats penegak 

hukumnya kurang baik maka 

akan timbul masalah. 

c. Faktor sarana atau fasilitas 

pendukung, yaitu mencakup 

perangkat lunak dan keras. 

Perangkat lunak adalah 

pendidikan pada penegak 

hukum, pendidikan tersebut 

terkait perkembangan 

kejahatan dan cara 

penanganannya, misalnya 

tentang cyber. Perangkat 

kerasnya adalah berupa fisik 

yaitu perlengkapan yang 

digunakan untuk menunjang 

kinerja penegak hukum. 

d. Faktor masyarakat, salah satu 

keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah peran serta 

masyarakat dalam kesadaran 

untuk mematuhi peraturan dan 

proses pencegahan kejahatan. 

e. Faktor kebudayaan, dalam hal 

ini kebudayaan adalah suatu 

garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan 

peraturan mengenai apa yang 

harus dilakukan dan apa yang 

dilarang7. 

 

 

Dalam mengurangi jumlah 

tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan peran aparat yang 

berwenang menegakkan hukum 

sangat diperlukan antara lain 

hakim, jaksa, pengacara dan 

                                                             
7 ibid 

kepolisian sesuai undang-undang 

no 2 tahun 2002 tentang kepolisian 

Republik Indonesia yang berfungsi 

mengatur tugas dan fungsi aparat 

kepolisian. 

Antara tugas dan fungsi yang 

dimiliki kepolisian pada dasarnya 

adalah untuk menjamin ketertiban 

dan penegakkan hukum. Tugas 

kepolisian tidak hanya kaitannya 

dengan proses penegakkan hukum 

saja tetapi juga terkait langkah-

langkah untuk mencegah dan 

mengurangi terjadinya tindak 

pidana. Upaya pencegahan dan 

pengurangan kejahatan tersebut 

adalah langkah stategis untuk 

menghadapi tindak kejahatan yang 

semakin berkembang belakangan 

ini. 

 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu dapat 

ditarik beberapa kseimpulan sebagai 

berikut: 

 

Upaya Kepolisian Polresta Palembang 

Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencurian Dengan kekerasan.  

 

a) Melaksanakan kegiatan patroli 

beranting oleh Polsek-Polsek jajaran 

Polresta Palembang dengan pola waktu 

dan titik temu yang telah Disepkati 

bersama. 

b) Melakukan tindakan “jartup” (“kejar 

tertutup”) pada saat terjadi peristiwa 

Pencurian dengan kekerasan di wilayah 

hukum Polresta Palembang 

c) Melaksanakan kegiatan kring Serse 

dalam rangka penguasaan wilayah 

Potensi kerawanan kejahatan khususnya 

pencurian dengan kekerasan oleh 

Polsek- Polsek jajaran Polresta 

Palembang sehingga dapat 

mempersempit Gerak pelaku kejahatan 

khususnya pencurian dengan kekerasan 
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d) Melakukan deteksi dini terhadap 

pelaku-pelaku kejahatan pencurian 

dengan Kekerasan dengan 

mengumpulkan sebanyak mungkin 

informasi dari informan dan melakukan 

pencatatan / identifikasi pelaku-pelaku 

kejahatan pencurian dengan kekerasan 

termasuk kelompok dan sindikatnya. 

e) Melakukan kegiatan Polmas dengan 

pembentukan FKPM ( Forum 

Komunikasi Polisi Masyarakat ) di 

tingkat kelurahan Komunitas maupun 

kawasan. 

 

Upaya yang Dilakukan Kepolisian 

Palembang dalam Mengurangi Jumlah 

Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Kekerasan.  

 

• Jangka Pendek 

a) Meningkatkan kualitas 

SDM Polri melalui 

kegiatan pendidikan, 

latihan serta 

seminar/workshop 

berkaitan dengan 

manajemen pencegahan 

kejahatan dan Polmas; 

b) Secara bertahap 

meningkatkan jumlah 

personil Polmas di tingkat 

Polsek yang akan 

ditugaskan untuk 

membangun kemitraan 

Polri dengan masyarakat; 

c) Membangun forum 

kemitraan Polri dengan 

masyarakat, untuk 

merumuskan program 

pencegahan kejahatan dan 

harkamtibmas; 

d) Melembagakan Polmas di 

seluruh desa dan komunitas 

dalam rangka pencegahan 

kejahatan dan 

harkamtibmas; 

e) Membangun jaringan 

informasi personal 

(contact person) untuk 

memotong jalur birokrasi 

dan kecepatan bertindak 

apabila sewaktu-waktu ada 

informasi penting terkait 

kejahatan atau gangguan 

kamtibmas; 

f) Membangun komunikasi dan 

interakasi yang baik dengan 

para tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan tokoh adat 

dalam rangka pencegahan 

kejahatan dan 

harkamtibmas; 

g) Membangun kerjasama 

dengan pemda dan DPRD 

setempat dalam rangka 

mendapatkan dukungan 

anggaran pencegahan 

kejahatan yang bersumber 

dari APBD. 

h) Membangun kerjasama dan 

koordinasi dengan instansi 

terkait dalam rangka 

pencegahan kejahatan dan 

harkamtibmas. 

i) Membangun kerjasama 

pengawasan kamtibmas 

dengan media massa, LSM 

dan ormas. 

j) Membangun kerjasama 

dengan instansi terkait 

untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran 

hukum masyarakat. 

k) Menerapkan rewards and 

punishment secara 

konsisten untuk 

meningkatkan motivasi 

anggota Polri dalam 

melaksanakan tugas 

harkamtibmas. 

• Jangka Menengah 

a) Melanjutkan program 

jangka pendek yang belum 

terlaksana atau belum 

selesai. 

b) Penyusunan sistem 

penganggaran berbasis 

kinerja untuk pemeliharaan 
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kamtibmas di seluruh satker 

dan satuan wilayah. 

c) Meningkatkan alokasi 

anggaran program Polmas 

guna mendorong 

terbangunnya kemitraan 

Polri dengan masyarakat 

dan stakeholders dalam 

rangka pencegahan 

kejahatan. 

d) Membangun sistem 

koordinasi antar satker dan 

satuan kewilayahan dalam 

upaya pencegahan 

kejahatan dan gangguan 

kamtibmas. 

e) Memperkuat struktur 

organisasi Polsek sebagai 

ujung tombak 

harkamtibmas dengan 

mengembangkan Forum 

Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat (FKPM) 

Polmas sebagai sarana 

pemecahan akar 

permasalahan sosial dan 

pencegahan kejahatan. 

f) Membangun forum-forum 

kerukunan sosial di seluruh 

kelurahan atau komunitas, 

yang menyatukan berbagai 

keragaman suku, ras, agama 

dan budaya masyarakat 

dalam rangka membangun 

kerjasama dan toleransi 

antar kelompok masyarakat. 

g) Mengembangkan sistem 

peringatan dini (early 

warning system) di setiap 

satuan kewilayahan yang 

mampu mendeteksi setiap 

potensi kejahatan dan 

gangguan kamtibmas, 

sehingga dapat dilakukan 

antisipasi atau pencegahan. 

h) Melakukan pemetaan 

wilayah rentan kejahatan di 

setiap satuan kewilayahan 

yang berisi data atau 

informasi riwayat 

kejahatan, bentuk-bentuk 

dan modus kejahatan, 

faktor-faktor penyebab 

terjadinya kejahatan serta 

pihak-pihak yang terlibat 

dalam kejahatan tersebut. 

i) Menyusun pedoman 

pencegahan kejahatan yang 

akan menjadi panduan 

seluruh satuan kewilayahan 

dalam mengelola potensi 

kejahatan dan gangguan 

kamtibmas ditengah 

masyarakat. 

j) Membangun mekanisme 

pengaduan dan pengawasan 

berbasis teknologi untuk 

kecepatan merespon setiap 

pengaduan masyarakat atas 

berbagai bentuk kejahatan 

dan gangguan kamtibmas. 

• Jangka Panjang 

a) Melanjutkan program-

program jangka menengah 

yang belum terlaksana atau 

belum selesai. 

b) Menginvertarisir dan 

merevisi kebijakan dan 

strategi maupun petunjuk-

petunjuk operasional 

pencegahan kejahatan yang 

masih lemah. 

c) Meningkatkan partisipasi 

tokoh 

masyarakat/adat/agama, 

LSM, Ormas dan pihak-

pihak terkait lainnya dalam 

rangka pencegahan 

kejahatan dan 

harkamtibmas;  

d) Memperluas titik-titik 

jangkauan pelayanan Polri 

di lingkungan masyarakat 

dalam rangka mencegah 

terjadinya kejahatan atau 

gangguan kamtibmas. 

e) Membangun sistem 

renumerasi (Tunjangan 

Kinerja) dan pembinaan 
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personil yang dapat 

memberikan insentif bagi 

setiap personil Polri yang 

berkinerja baik dalam 

menjalankan tugas 

pokoknya. 

f) Melanjutkan/ melaksanakan 

kerja sama dengan instansi 

terkait dalam rangka 

pendidikan, pelatihan dan 

teknologi guna 

mengantisipasi kejahatan 

dan membangun kerukunan 

antar kelompok masyarakat. 

g) Melakukan monitoring dan 

evaluasi secara 

komprehensif terhadap 

kinerja pencegahan 

kejahatan Polri selama ini 

guna mengembangkan atau 

memperbaiki sistem 

pencegahan kejahatan. 

h) Memberikan masukan 

kepada Pemerintah dan 

DPR terkait dengan 

berbagai kendala atau 

permasalahan dalam 

penerapan kebijakan 

pencegahan kejahatan. 

 

3. Upaya yang Dilakukan Oleh 

Kepolisian Kota Palembang 

Dalam Mengurangi Jumlah 

Tindak Pidana Pencurian 

Dengan Kekerasan Di Masa 

yang Akan Datang.  

Upaya dalam memperbaiki hal-

hal ini pun telah dan sedang dilakukan, 

yakni; 

a) Pertama: dengan 

memperbaiki 

perundang-

undangan yang 

dinilai memiliki 

kelemahan atau 

tidak memenuhi 

rasa keadilan 

masyarakat. 

b) Kedua: dengan membuat 

undang-undang 

yang baru, untuk 

dapat mengganti 

perundang-

undangan yang 

dinilai banyak 

memiliki 

kelemahan atau 

tidak memenuhi 

rasa keadilan 

masyarakat. 

c) Ketiga: dengan melakukan 

penelitian-

penelitain 

mendalam, oleh 

kalangan ilmuan 

dan akademisi, 

terhadap 

perundang-

undangan yang 

dinilai bermasalah. 

d) Keempat: dengan penemuan 

hukum, oleh para 

hakim sebagai 

penegak hukum. 

 

Saran 

 

1. Supaya Polresta Palembang 

melakukan terobosan kreatif untuk 

mencegah Tindak Pidana 

Pencurian dengan kekerasan 

2. Melakukan pendidikan dan 

pelatihan terhadap penyidik supaya 

mendapatkan informasi terbaru 

3. Melakukan kerjasama dengan 

segala instansi terkait untuk 

mencegah maupun penegakan 

hokum terhadap tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan 
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